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ABSTRAK
Building Use Rights on State Land and Management Rights Lands are granted for a maximum
period of 30 years, and for the right holder, taking into account the needs and conditions of the
buildings, this period can be extended for a maximum period of 20 years and renew.for a
maximum period of 30 years. The right of building management on land rights can be extended or
renew to the holder of the right to use the building if it meets the requirements and gets approval
from the owner of the right of management.
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PENDAHULUAN
Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dimana hal
tersebut menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi
dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan tanah yang terus
meningkat dengan pesat sementara ketersediaannya terbatas.

Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka
mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan oleh karena itu pula diusahakan
adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan
orang banyak.

Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka menyelesaikan masalah
pertanahan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara mempunyai peranan dengan
kewenangan yang ada untuk mengatur tentang pemanfaatan tanah. Kewenangan pemerintah dalam
mengatur tentang pemanfaatan tanah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPA).

Hak atas tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi
atau tanah yang bersangkutan dengan tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di
atasnya, yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut
Undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1
Undang-undang Dasar 1945, dimana hak setiap orang dalam bidang harus dijamin oleh Pemerintah
Indonesia secara hukum. Pemerintah juga menjamin adanya suatu pengakuan terhadap jaminan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap
masyarakat Indonesia. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa “Atas dasar
ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud
dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat.”.
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Pengertian dikuasai dalam Pasal 2 ayat (1) bukan dalam arti memiliki, sebab Negara menurut
konsepsi hukum tanah kita tidak bertindak sebagai pemilik tanah. Untuk jelasnya dapat dilihat
dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA dimana dalam pasal itu menyatakan bahwa, “Hak menguasasi dari
Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Yang dimaksud empunya hak
adalah pemegang hak atas tanah, yaitu perseorangan atau baan hukum. Kata “mempergunakan”
mengandung pengertian bahwa hak atas tanah dipakai untuk kepentingan non pertanian,
sedangkan kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah dipakai untuk
kepentingan pertanian, pertenakan, perikanan dan perkebunan. Pada prinsipnya tujuan pemakaian
tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan yaitu untuk diusahakan dan untuk membangun
sesuatu. UUPA mengenal beberapa hak atas tanah yang antara lain meliputi: Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam perkembangan hukum tanah nasional dikenal
pula Hak Pengelolaan.

Hak Pengelolaan sebagai jenis hak penguasaan atas tanah lahir tidak didasarkan pada undang-
undang, melainkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965 Hak Penguasaan
lahir dari konversi hak penguasaan atas tanah Negara. Hak Pengelolaan dapat dikuasai oleh
departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swantantra, meskipun hak
pengelolaan diatur dengan Peraturan Menteri Agraria, namun hak pengelolaan mempunyai
kekuatan mengikat, baik bagi pemegang hak pengelolaan maupun pihak lain yang menggunakan
bagian-bagian tanah hak pengelolaan.

Jaminan kepastian hukum meliputi kepastian status hak pengelolaan, subjek hak pengelolaan dan
objek hak pengelolaan. Jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak pengelolaan vyaitu
pemegang hak pengelolaan mendapatkan rasa aman menguasai tanah hak pengelolaan, tidak
mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak lain. Perlindungan hukum didapatkan pemegang
hak pengelolaan sepanjang tidak ada cacat yuridis, yaitu cacat prosedur, cacat wewenang, atau
cacat substansi dalam penerbitan hak pengelolaan. Penerbitan sertifikat hak pengelolaan
mengakibatkan pemegangnya mempunyai wewenang yang bersifat eksternal, yaitu menyerahkan
bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut Yudhi S dan Boedhi D.H. wewenang diartikan sebagai satu hak untuk bertindak atau suatu
kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada
orang lain.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
mengatur bahwa Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk :
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a. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana
tata ruang;

b. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk
digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan;

¢. Menentukan tariff dan/atau uang waijib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Hak atas tanah yang lahir dari penyerahan tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga adalah Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai diatur dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa Hak Pengelolaan yang
penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau
dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasawl 7 ayat (1) huruf b dapat
diberikan Ha katas Tanah Berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak pakai di
atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya kepada :

a. Pemegang Hak Pengelolaan sepanjang diatur dalam Peraturan Pemerintah; atau

b. Pihak lain, apabila Tanah Hak Pengelolaan dikerjasamakan dengan perjanjian pemanfaatan
Tanah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas
pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Hubungan Hak Menguasai Negara atas Tanah dengan Hak Pengelolaan di saat ini?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kewenangan pemegang Hak Pengelolaan untuk kepada
Pihak Ketiga?

3. Bagaimana dasar hukum atas perubahan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang
telah habis masa waktunya dan di ganti menjadi Hak Sewa dengan jangka waktu 5 tahun?

KAJIAN TEORITIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis interdum ipsum, ut congue
odio ultricies ac. Phasellus id ipsum tincidunt, eleifend turpis accumsan, ornare tellus. Aenean
venenatis malesuada elit porttitor fringilla. Cras tempor tortor non ornare ultricies. Proin id rutrum
sapien. Pellentesque vel est ultricies velit scelerisque aliquet a a arcu. Nunc facilisis est elit, ac
aliquet enim rhoncus ut. Etiam at tortor blandit, placerat orci mollis, sagittis orci. Etiam sodales nisi
metus, sit amet facilisis mauris bibendum vitae. Donec scelerisque libero eu erat facilisis, quis
tempor purus aliquet. Curabitur ultrices, diam tempus maximus vulputate, diam nulla consequat
risus, vitae dictum nunc dolor sed neque. Nullam felis arcu, rhoncus ac varius in, lobortis quis nulla.
Nunc ornare, massa eu viverra pharetra, nisi ipsum pretium sapien, a dictum nulla dolor interdum
velit. Etiam porttitor, metus eu rutrum tempus, diam lorem eleifend sapien, eget rhoncus ex lectus ut
justo. Nunc mauris mauris, varius ac odio ut, gravida vehicula sem
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis
Normatif ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum
terkemuka.

Menurut Johnny Ibrahim, oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis
normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan lain yang
diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisanya. Kecuali penelitian itu mengalami jalan buntu, maka penelitian
tersebut diharuskan mengadakan pemeriksaan mendalam berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk
selanjutnya mengusahakan membuat suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang
timbul didalam gejala yang bersangkutan.(Zainuddin Ali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Disebutkan ruang lingkup agraria dalam UUPA, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi, tubuh
bumi dan ruang yang ada di bawah permukaan air. Dengan demikian, tanah merupakan bagian kecil
dari agrarian. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,
melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis, yang disebut
hak penguasaan atas tanah.

Dalam hak penguasaan atas tanah terdapat kewenangan, kewajiban dan atau larangan bagi
pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, sesuatu yang boleh, wajib,
atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau
tolak ukur pembedaan diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.
Dalam Hak Penguasaan atas tanah terdapat kewenangan yang dapat dilakukan, kewajiban yang
harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pemegang haknya.

Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah Hak Menguasai Negara atas Tanah. Hak Menguasai
Negara atas Tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, Penggolongan Hak Menguasai Negara
atas tanah yang ada pada UUPA meliputi:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

- Hak-hak yang mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam berbagai produk
peraturan dan perundang-undangan lainnya dalam bidang-bidang seperti :

a. Penatagunaan Tanah,;
b. Pengaturan Tata Ruang;

c. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa;

- Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum tersebut dijabarkan dalam berbagai produk
peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

a. Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai;
b. Pengaturan Hak Pengelolaan Tanah.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

- Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum dijabarkan dalam
beerbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti

a. Pendaftaran Tanah;
b. Hak Tanggungan.

Pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas Tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada
Pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Peryataan ini dapat diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman maka Hak Menguasai Negara atas Tanah tidak
hanya dikuasakan atau dilimpahkan sebatas yang disebutkan dalam UUPA tetapi dapat diserahkan
kepada pemegang haknya berupa Hak Penguasaan yang dikonversi menjadi Hak pakai dan Hak
Pengelolaan. Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara diatur dalam Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa :

a. Hak Penguasaan atas tanah Negara yang diberikan kepada departemen-departemen direktorat-
direktorat dan daerah-daerah swantantra yang hanya digunakan untuk kepentingan instansi itu
sendiri dikonversi menjadi Hak Pakai;

b. Apabila tanah Negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat dan
daerah-daerah swatantra tersebut dipergunakan untuk kepentigan Instansi itu sendiri juga
dimaksudkan untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut
dikonersikan menjadi Hak Pengelolaan.

Dalam kewenangannya meskipun Hak Pengelolaan memiliki kewenangan yang hampir sama
dengan Hak Menguasai Negara atas Tanah, pemegang Hak Pengelolaan tetap tunduk kepada Hak
Mengusasi Negara atas Tanah yang regulasinya atau kebijakannya dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Hak Menguasai Negara atas Tanah cakupannya lebih luas dari Hak Pengelolaan yang hanya
sekedar pada penggunaan dan peruntukan tanah. Dan terhadap pengertian kewenangan yang
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan dari wewenang yang ada pada Hak Menguasai
Negara atas Tanah adalah hanya sebatas pada peruntukan dan penggunaan tanah saja, tidak
termasuk dalam peruntukan dan penggunaan atas Air dan Ruang Angkasa sebagaimana wewenang
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yang dimiliki Hak Menguasai Negara atas Tanah. Jika dilihat dari kewenangannya maka sebagian
kewenangan dari Hak Menguasai Negara atas Tanah terdapat dalam wewenang Hak Pengelolaan
dan dari aspek pengaturan dan praktik pemberian Hak Pengelolaan itu merupakan derivasi dari Hak
Menguasai Negara atas Tanah.

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak atas tanah Kepada Pihak Ketiga

Sebelum berlakunya UUPA, instansi-instansi pemerintah memiliki aturan yang berbeda-beda atas
penguasaan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya sehingga menciptakan ketidaktertiban
aturan penguasaan tanah. Oleh karenanya kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan
pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan Tanah-tanah Negara. Tanah Negara
merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh Negara karena belum ada hak-hak atas tanah tertentu
yang membebaninya. Pemberian tanah kepada Negara dengan Hak Penguasaan penuh tersebut
dilakukan karena tidak mungkin lagi memberikan Hak Milik atas tanah kepada instansi-instansi
pemerintah seperti halnya pada saat berlakunya domeinverklaring. Solusinya adalah dengan
memberikan hak penguasaan, sehingga instansi-instansi pemerintah dapat dengan leluasa
merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah baik untuk dipergunakan sendiri guna
kepentingan pelaksanaan tugasnya maupun diberikan kepada pihak lain.

Dalam pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk :

a. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana
tata ruang;

b. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk
digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan;

c. Menentukan tarif dan/atau uang waijib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Menurut Urip Santoso, kewenangan yang terdapat dalam Hak Pengelolaan dapat bersifat public dan
privat :

a. Sifat Publik, kewenangan untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah,
mempergunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas dan usahanya. Kewenangan ini juga
bersifat internal

b. Sifat privat, kewenangan dalam hal menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada
Pihak Ketiga dan/atau bekerjasama. Dalam kewenagnan Hak Pengelolaan yang bersifat privat ini
terkandung makna sifat Hak Pengelolaan yang eksternal.

Dalam buku pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah, Urip Santoso menjelaskan bahwa pihak
pemegang hak Pengelolaan memiliki wewenang merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah
tetapi dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh
pemerintah  kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota. Wewenang
menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, seperti untuk perumahan, pabrik, perkantoran atau
pertokoan. Sedangkan wewenang untuk menyerahkan bagian tanah untuk Pihak Ketiga atau
bekerjasama dengan Pihak Ketiga, bukan berarti menyewakan bagian-bagian tanah Hak
Pengelolaan untuk Pihak Ketiga.
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Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohhonan dan Penyelesaian
Pemberian Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya, pihak ketiga yang ingin
memperoleh HGB dab Hak Pakai dari tanah Hak Pengelolaan dapat dilakukan melalui perjanjian
penggunaan tanah antara Pihak Ketiga dengan pemegang Hak Pengelolaan yang akan melahirkan
hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Pihak Ketiga Saat ini ketentuan
mengenai perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, dimana dalam Pasal 8 ayat 1 butir b menyebutkan bahwa Pihak
lain, apabila Tanah Hak pengelolaan dikerjasamakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Tanah.

Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, perjanjian pemanfaatan Tanah
Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga antara lain memuat keterangan mengenai :

a. ldentitas para pihak;
b. Letak. Batas, dan luas tanah;
c. Jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan;

d. Ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaruan, peralihan,
pembebanan, perubahan, dan/atau hapus/batalnya hak yang diberikan di atas Tanah Hak
Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan Bangunan setelah berakhirnya Hak Atas
Tanah;

e. Besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayaran;dan

f. Persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas
wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/pemutusan perjanjian.

Jika perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan kepada Pihak Ketiga berupa Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai, maka jangka waktunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai
tersebut tidak memutuskan hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Hak
Pengelolaannya. Hal ini berarti setiap perpanjangan jangka waktu dan pembaruan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai yang berasal dari Hak Pengelolaan harus dengan
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

Secara umum implementasi pemanfaatan tanah Hak Pengelolan oleh Pihak Ketiga sudah
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memberikan kewenangan pada
pemegang Hak Pengelolaan untuk menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada
Pihak Ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang
meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan
bahwa pemberian hak atas tanah pada pihak Ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Pemanfaatan Tanah meskipun telah dibuat antara Pemegang Hak Pengelolaan dengan
Pihak Ketiga, tetapi belum lahir hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan bagi Pihak
Ketiga. Perjajian tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi lahirnya Hak atas tanah yang
berasal dari tanah Hak Pengelolaan. Lahirnya Hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak
Pengelolaan masih diperlukan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan kepada Pihak Ketiga
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untuk mengajukan permohonan pemberian Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Setelah dibuat perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya,
dengan disertai rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, Pihak Ketiga mengajukan
permohonan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
Permohonan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai apabila
dikabulkan, maka Kepala Kantor Pertanaha.n Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah yang bersangkutan menerbitkan surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan/atau Hak Pakai.

Terbitnya surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai
belum melahirkan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai. Surat keputusan
pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai disampaikan kepada
pemohon Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai. Dalam surat keputusan
pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai ditetapkan bagi pemohon
untuk dalam jangka waktu tertentu mendaftarkan surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Pendaftaran surat keputusan pemberian Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai ke Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Menandai lahirnya
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai. Maksud pendaftaran surat keputusan
pembeiran Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai ke Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota adalah untuk diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan/atau Hak Pakai sebagai tanda bukti hak.

C. Perubahan terhadap Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang telah berakhir masa
waktunya dan diganti menjadi Hak Sewa.

Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Didalam
Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Negara/ Daerah meliputi
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang sebagaimana disebutkan diatas
meliputi :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gubernur/ Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini berwenang dan bertanggung
jawab untuk :
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Q

. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

O

. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/ atau bangunan;

(9]

. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

o

. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

o

Menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
sesuai batas kewenangannya;

—h

Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
dan selain tanah dan/atau bangunan; dan

Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama Penyediaan
infrastruktur.

@

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengelola Barang Milik daerah
berwenang dan bertanggung jawab untuk :

a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

c. Mengajukan usul pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

d. Mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik
Daerah;

e. Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang milik Daerah yang telah disetujui oleh
Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

—h

. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang Milik Daerah yang memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk :

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;

b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari
beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

c. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya;
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d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan Pemindahtangannan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak lain, kepada gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola
barang;

h. Mengajukan usul pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah
yang berada dalam Penguasaannya;dan

j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang
pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Status Penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk Barang
Milik Negara dan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk Barang Milik Daerah.

Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan oleh :
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang
berada dalam penguasaan Pengguna Barang;atau

d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna Barang dan selain
tanah dan/atau bangunan.

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan meliputi Tanah Negara, Tanah Hak
Pengelolaan dan Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak
pengelolaan yang dibuat kedalam Perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau perjanjian build operate
transfer.

Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun, atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 20 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Pada hakekatnya
Hak guna Bangunan merupakan hak yang berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang
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berwenang dengan pemberian, perpanjangan dan pembaruan. Setelah jangka waktu pemberian,
perpanjangan dan pembaruan berakhir, tanah Hak Guna Bangunan kembali menjadi Tanah yang
dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak Pengelolaan selanjutnya Menteri berwenang
menata kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah tersebut.

Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali penggunaan, pemanfaatan dan
pemilikan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan :

a. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan
tujuan pemberian hak;

b. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi baik oleh pemegang hak;

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

d. Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;

e. Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
f. Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

g. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar.

Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas
permohonan pemegang hak guna bangunan apabila memenuhi syarat dan mendapat persetujuan
dari pemegang Hak Pengelolaan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/ Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dan menerima imbalan uang tunai. Barang Milik Negara/ Daerah dapat disewakan kepada pihak
lain, Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Jangka waktu sewa
barang milik Negara/daerah paling lama 5 tahun sejak di tandatangani perjanjian dan dapat
diperpanjang. Jangka Waktu sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat lebih dari 5 tahun dan dapat
diperpanjang untuk :

a. Kerjasama Infrastruktur;
b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun; atau
c. Ditentukan lain dalam Undang-undang.

KESIMPULAN
1. Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah Hak Menguasai Negara atas Tanah. Hak
Menguasai Negara atas Tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Sesuai dengan
perkembangan zaman maka Hak Menguasai Negara atas Tanah tidak hanya dikuasakan atau
dilimpahkan sebatas yang disebutkan dalam UUPA tetapi dapat diserahkan kepada pemegang
haknya berupa Hak Penguasaan yang dikonversi menjadi Hak pakai dan Hak Pengelolaan.
Dalam kewenangannya meskipun Hak Pengelolaan memiliki kewenangan yang hampir sama
dengan Hak Menguasai Negara atas Tanah, pemegang Hak Pengelolaan tetap tunduk kepada
Hak Menguasai Negara atas Tanah dan dalam Hak Menguasai Negara atas Tanah cakupannya
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lebih luas dari Hak Pengelolaan yang hanya sekedar pada penggunaan dan peruntukan tanah.
Dan terhadap pengertian kewenangan yang dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan
dari wewenang yang ada pada Hak Menguasai Negara atas Tanah adalah hanya sebatas pada
peruntukan dan penggunaan tanah saja, tidak termasuk dalam peruntukan dan penggunaan atas
Air dan Ruang Angkasa sebagaimana wewenang yang dimiliki Hak Menguasai Negara atas
Tanah. Jika dilihat dari kewenangannya maka sebagian kewenangan dari Hak Menguasai
Negara atas Tanah terdapat dalam wewenang Hak Pengelolaan dan dari aspek pengaturan dan
praktik pemberian Hak Pengelolaan itu merupakan derivasi dari Hak Menguasai Negara atas
Tanah.

2. Tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh pemegang haknya dapat dipergunakan untuk
keperluan pelaksanaan tugas atau usahanya, juga penggunaannya dapat diserahkan kepada
Pihak Ketiga atas persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. Penyerahan bagian-bagian
tanah Hak Pengelolaan kepada Pihak Ketiga dan atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga,
mengkibatkan terciptanya hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Pihak
Ketiga. Hubungan hukum yang menjadi dasar pemberian Hak atas Tanah oleh pemegang Hak
Pengelolaan kepada Pihak Ketiga dinyatakan dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
Ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menetapkan
bahwa hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Pihak Ketiga dalam
mempergunakan tanah Hak Ketiga dikerejasamakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
Dalam ketentuan ini tidak menentukan perjanjian penggunaan tanah harus dibuat dengan akta
notaril atau akta dibawah tangan. Pada dasarnya Perjanjian Penggunaan Tanah berisi
persetujuan pemegang Hak Pengelolaan kepada Pihak Ketiga untuk mempergunakan bagian-
bagian tanah Hak Pengelolaan.Penggunaan bagian-bagian tanah pengelolaan oleh Pihak Ketiga
disamping dengan Perjanjian Pemanfaatan tanah bisa juga dengan Perjanjian BOT. Budi
Santoso memberikan Pengertian BOT (Build, Operate, Transfe) tidak lain adalah sebuah kontrak
atau perjanjian antara pemilik proyek (Pemerintah) dengan Pihak lain sebagai operator atau
pelaksana proyek. Dalam hal ini pemilik proyek memberikan hak kepada operator atau
pelaksana untuk membangun sarana atau prasarana umum serta mengoperasikannya untuk
selama jangka waktu tertentu dan mengambil seluruh atau sebagian keuntungan dan pada masa
akhir kontrak harus mengembalikan proyek kepada pemilik proyek. Perjanjian Pemanfaatan
Tanah atau Perjanjian BOT, meskipun telah dibuat antara Pemegang Hak Pengelolaan dengan
Pihak Ketiga, tetapi belum lahir Hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan bagi
Pihak Ketiga. Perjanjian tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi lahirnya Hak atas Tanah
yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan. Lahirnya Hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak
Pengelolaan masih diperlukan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan kepada Pihak
Ketiga untuk mengajukan permohonan pemberian Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
Selanjutnya, dengan disertai rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, Pihak Ketiga
mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak
Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah yang bersangkutan. Permohonan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan/atau Hak Pakai apabila dikabulkan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang
wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan menerbitkan surat keputusan
pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai. Pendaftaran surat
keputusan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai ke Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan. Menandai lahirnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai.
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Maksud pendaftaran surat keputusan pembeiran Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan/atau Hak Pakai ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah untuk diterbitkan
sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai sebagai tanda bukti hak.

3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan
pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka
waktu Hak Guna Bangunan tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun
setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaruan berakhir, Tanah Hak Guna
Bangunan kembali menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau Tanah Hak
Pengelolaan. Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan yang dibuat
kedalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan/atau Perjanjian BOT. Pada hakekatnya Hak guna
Bangunan merupakan hak yang berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
dengan pemberian, perpanjangan dan pembaruan. Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk
mengatur kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan Tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Negara secara hukum dapat memberikan
sebagian kewenangan dengan memberikan Hak Pengelolaan kepada pemko setempat untuk
mengelola asset Negara sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 tahun 2016
tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
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